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BAB I 

PENDAHULUAN  
 

 
A. Latar  Belakang Masalah 

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat mitsa>qan ghali>dza>n untuk 

menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan 

bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warah}mah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan 

maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. 

 Perkawinan sangat penting yaitu untuk memperoleh keturunan dalam 

kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan 

perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara 

hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna 

yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berrumah 

tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang 

antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghisai 

kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia 

secara bersih dan terhormat.
1
 

Islam mengajurkan pernikahan, dan anjuran tersebut dijelaskan dalam 

ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi. Diantarannya adalah; Surat ar-

Rum, ayat 21 : 

                                                 
1
 Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, cet ke-8, 

1996), 1. 
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara 

kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.‛ ( Q.S ar-Rum; 21) 
2
 

 

Perkawinan juga adalah merupakan anjuran dari Rasullah bagi 

ummatnya untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang telah mampu karena 

dengan menikah seseorang akan mampu menjaga pandangan, mampu 

menjaga kehormatan dan dapat terhindar dari perbuatan maksiat, 

sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:  

  

. 

 
Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda : ‚Hai    

para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk 

kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat 

mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan‛.
3
 

 

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum 

apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. 

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang 

dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan 

                                                 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung; Syamil Cipta Media, 2005), 

406. 
3
 Ust. Labib Mz dan Muhtadim, Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari, (Surabaya: Tiga Dua 

1993), 185. 
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mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan 

pengakuan dan perlindungan hukum.
4
 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan 

bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah 

menurut hukum apaila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing 

agama dan kepercaannya dan ayat (2) menetukan tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan 

masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi 

perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak 

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. 

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan 

seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isti dan 

anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari 

adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan 

itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga 

untuk melindungi dari fitnah dan qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah 

bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah 

sangat penting. 

                                                 
4
 Nasrudin Salim, ‚Isbat nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan 

Sosiologis)‛, dalam Mimbar hukum Aktualisasi Hukum Islam, No.62 THN. XIV, Jakarta : Al 

Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004, 67.  
5
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata., 461. 
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Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah 

yang didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa 

mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke 

KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) 

tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

Alasan-alasannya antara lain : 

1. Supaya tidak diketahui masyarakat dan tidak ada tuntutan untuk 

mengadakan Walimah (resepsi). 

2. Bahwa perkawinan ini dirahasiakan dulu dan suami istri itu belum 

kumpul sebagai suami istri (qabla dukhul) selama masih kuliah 

atau menempuh pendidikan. 

3. Untuk menghindari status kawin karena menyangkut kelangsungan 

pekerjaan. 

4. Mempelainya belum cukup umur menurut ketentuan perkawinan 

peraturan perundang-undangan, kawinnya sekedar menyambung 

tali kekeluargaan.
6
 

Nikah di bawah tangan (nikah sirri) dengan alasan-alasan di atas yang 

dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi 

pasangan suami istri yang sudah melaksanakan ketentuaan pasal 2 ayat (1) 

ini kemudian baru melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 

                                                 
6
 Ibid.,  69. 
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1974. Misalnya segera melakukan pencatatan ke KUA ketika mengetahui 

bahwa istrinya sudah mulai hamil dan keadaan ini menunjukkan tidak 

relevan jika Isbat nikah itu diajukan dengan alasan untuk kepentingan Akta 

kelahiran anak. Karena memang ada pasal di Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa ‘Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan 

Akta nikah dapat diajukan Isbat nikanya ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat 

2)‛.
7
 

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 

1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami 

isteri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan pegawai 

pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai 

atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi 

perkawinan dan mencatatkan. Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang 

mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka setiap perkawinan harus 

dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, 

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang 

perkawinan. 

Terhadap perkawinan seorang muslim yang tidak dapat membuktikan 

terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan 

Isbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan Agama 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam 

pasal 7 ayat 3 Isbat nikah ini hanya di mungkinkan bila berkenaan dengan: a. 

                                                 
7
 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 137. 
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dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya 

keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat pernikahan; d. perkawinan 

yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

e. perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinn menurut UU No.1 /1974 (Pasal  Kompilasi Hukum Islam). 

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat 

dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan 

Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang 

ditetapkan. Sedangkan pengajuan Isbat nikah dengan alasan lain hanya di 

mungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat 

berwenang. 

Seperti kasus permohonan Isbat nikah terhadap nikah sirri yang 

diajukan tanggal 26 Januari 2015 dan terdaftar di Pengadilan Agama Gresik 

nomor perkara 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs. kasus tersebut bermula dari adanya 

permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri (selanjutnya 

di sebut Pemohon I dan Pemohon II) di Pengadilan Agama Gresik. 

Permohonan tersebut diajukan untuk mempoleh kepastian hukum yang 

berupa akta nikah.  

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Gresik melakukan persidangan 

terhadap perkara yang diajukan oleh kedua pasangan suami istri tersebut. 

Dalam persidangan tersebut hakim kemudian mengabulkan dan menetapkan 

permohonan kedua pasangan suami istri tersebut, dengan pertimbangan 

hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI. 
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1. Perkawian hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. 

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 

diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.  

Dalam ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) diatas, disebutkan bahwa 

apabila dalam hal ada perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta 

Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke PA. 

Namun dalam KHI pasal 7ayat (3) di sebutkan bahwa  Isbat nikah 

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 dan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun1974.
8
 

Dalam ayat 3 diatas, tidak dijelaskan mengenai ketentuan Isbat nikah 

terhadap nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Sehingga 

pertimbangan hakim dalam menetapkan kasus tersebut menurut ayat (3) 

diatas menuai permasalahan pelik, karena kasus tersebut tidak diatur dalam 

pasal tersebut. 

                                                 
8
 Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 3. 
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Dalam hal permohonan Isbat nikah, Hakim Pengadilan Agama Gresik 

hanya mengacu pada pasal (7) ayat 1 dan 2 tanpa mencantumkan ketentuan 

yang lebih kongkrit mengenai isbat nikah yakni dalam Pasal (7) ayat 3 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu aspek mas}lahah sesuai dengan 

maq>as}id syar’iyah juga patut dijadikan pertimbangan hakim dalam 

menetapkan perkara ini. Berdasarkan penetapan hakim tersebut penulis 

merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan bijak melalui 

penelitian yang berudul ‚Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat Nikah 

Bagi Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik 

No.0024/Pdt.P/2015/Pa.Gs). 

B. Identifikasi  Dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yang dapat dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan melakukan nikah sirri 

2. Dampak terhadap perkawinan mereka 

3. Alasan atau ketentuan mengenai isbat nikah 

4. Alasan pemohon dalam mengajukan isbat nikah di PA Gresik No. 

0024/Pdt.P/2015/Pa.Gs. 

5. Dasar pertimbangan hakim PA Gresik dalam menetapkan permohonan 

Isbat nikah serta implikasinya bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya 

UU No.1 Tahun 1974? 
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6. Analisis yurudis terhadap penetapan Isbat nikah bagi pelaku nikah sirri 

pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.  

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada dua 

batasan masalah: 

1. Dasar pertimbangan hakim PA Gresik dalam menetapkan permohonan 

Isbat nikah serta implikasinya bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya 

UU No.1 Tahun 1974? 

2. Analisis yurudis terhadap penetapan Isbat nikah bagi pelaku nikah sirri 

pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.  

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim PA Gresik dalam menetapkan 

permohonan Isbat nikah serta implikasinya bagi pelaku nikah sirri pasca 

berlakunya UU No.1 Tahun 1974? 

2. Bagaimana analisis yurudis terhadap penetapan Isbat nikah bagi pelaku 

nikah sirri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevansi dengan 

penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi IAIN Sunan Ampel pada tahun 2001 yang ditulis L.Qodri Shiddiq 

yang  berjudul ‚ Proses Pelaksanaaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama 
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Sumenep‛ membahas tentang faktor-faktor penetapan Isbat nikah poligami 

adalah kelalaian petugas pencatat nikah kecamatan, petugas KUA, modin 

berjumlah 284, perkawinan dibawah tangan berjumlah 241, perkawinan 

diserahkan kepada kepala desa berjumlah 441, perkawinan sebelum undang-

undang No. 1 tahun 1974 berjumlah 231 buah perkara. Pelaksanaan Isbat 

nikah poligami di Pegadilan Agama Sumenep meliputi 4 tahapan yaitu: 

pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan Isbat nikah 

poligami semua prosesi tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata. 

Selain itu dari aspek hukum acara islam pelaksanaan ini pun tidak 

bertentangan bahkan hakim dalam menetapkan putusannya senantiasa 

berdasar pada hukum syar’i. Para hakim senantiasa.
9
 

2. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Jakarta pada tahun 2012 oleh Rahmat 

Jatmika dengan judul:‛Isbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan 

Wonosari (Studi terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Hakim Atas 

Penetapan Isbat Nikah). Hasil penelitian ini adalah kesesuaian antara 

Hukm Islam dengan proses Isbat nikah massal di desa Wonosari dengan 

bertujuan untuk mendapatkan akta nikah yang memang sudah menjadi 

payung hukum dalam hal perkawinan, hal ini juga sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3).
10

 

3. Skripsi IAIN Sunan Ampel pada tahun 2012 oleh Moh. Hayatur Rohman 

dengan judul:‚ Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri 

                                                 
9
 L. Qodli Shiddiq, ‚Proses Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep‛,  (Skripsi--

IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001). 
10

 Rahmad Jatmika, ‚Isbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi 

Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah)‛, (Skripsi—UIN Sunan 

Kalijaga Jakarta, 2012). 
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Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 

91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)‛ hasil penelitian ini adalah bahwa penetapan Isbat 

nikah terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama 

Bangkalan sesuai dengn maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni 

untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; 

c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; d. Ijab dan Kabul, dan alasan-

alasan permohonan Isbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud 

Pasal 7 ayat 2 dan 3 hruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh 

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
11

 

4. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Jakarta pada tahun 2014 oleh Akhmad Adib 

Setiawan dengan judul:‛ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan 

Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 

003/Pdt.P/2012/PA/Wt). hasil penelitian ini adalah hakim menolak Isbat 

nikah yang dilakukan oleh pemohon dikarnakan tidak adanya dali-dalil 

yang menunjukan keabsahan perkawinan para pemohon, baik karna 

pemohon tidak dapat meghadirkan saksi yang mengetahui 

perkawinannya, maupun bukti lain yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan telah adanya peristiwa perkawinan antara pemohon Adapun 

                                                 
11

 Moh Hayatur Rohman, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Bawah Umur Di 

Pengadilan Agama Bangkalan (StudiPenetapan No.91/Pdt.p/2011/PA.Bkl)‛, (Skripsi--IAIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2012).  
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menurut tinjauan hukum Islam dasar hukum dan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara tersebut telah tepat.
12

  

Dari apa yang dipaparkan di atas telah jelas ada perbedaan dengan 

apa yang penulis teliti sekarang ini. Perbedaan tersebut terletak pada obyek 

penelitian satu dengan yang lainya. Dalam penelitian penulis, ditekankan 

kepada analisis yuridis terhadap penetapan Isbat nikah pasca berlakunya 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974. 

E. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka peneliti 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim PA Gresik 

dalam menetapkan permohonan Isbat nikah serta implikasinya bagi 

pelaku nikah sirri pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974. 

2. Untuk Mengetahui bagaimana Analisis Yuridis terhadap penetapan Isbat 

nikah bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974.  

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis antara lain: 

 

 

 

                                                 
12

 Akhmad Adib Setiawan,‚ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh 

Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 003/Pdt.P/2012/PA/Wt) )‛, (Skripsi-- UIN 

Sunan Kalijaga Jakarta, 2014). 
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1. Kegunan secara teoritis  

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan 

sumbangan bagi hukum perdata khususnya hukum pernikahan tentang 

pelaksaan Isbat nikah dalam peraktek. 

2. Kegunaan secara pratis  

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian juga 

mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada praktisi hukum 

mengenai pelaksanaan Isbat nikah dalam praktek. 

G. Definisi Operasional 

Memahami judul sebuah sekripsi perlu adanya pendefinisian judul 

secara oprasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis 

bahas dalam skripsi ini adalah ‚Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat 

Nikah Bagi Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlkunya Undang-Undang 

No.1 tahun 1974 (Studi Putusn Pengadilan Agama Gresik No. 

0024/Pdt.P/2015/PA.Gs)‛. 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian 

maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang 

menunjukan kearah pembahasan yang sesuai dengan maksud yang 

dikehendaki dari judul tersebut sebagai berikut :  

Analisis Yuridis  : menguraikan norma-norma ketetapan mengenai 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 tentang 

isbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan 
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pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974. 

Penetapan  : suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh 

badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

bersifat konkrit, individual, dan final yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan 

badan hukum perdata. Dalam hal ini ialah 

Pengadilan Agama Gresik. 

Isbat Nikah  : pengesahan atas pernikan seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri yang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam 

yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. 

Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau 

ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat 

yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA 

(Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN),
13

 Isbat nikah ini di gunakan oleh 

Pemohon I untuk mengurus akta nikah, dan juga 

akan dipergunakan untuk pelengkapan adminitrasi 

kepegawaiaan. 

                                                 
13

 H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama…, 41. 
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Nikah sirri  : pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai 

pencatat nikah atau tidak tercatat pada register di 

KUA Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

dilakukan secara sirri, karna waktu itu Pemohon I 

tidak mempunyai biaya yang cukup untuk nikah 

secara resmi, dan selain itu karna waktu itu 

Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, sehingga 

harus segera dinikahkan. 

Pengadilan Agama  : pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, 

memutus setiap permohonn atau gugatan perkara 

perdata Islam pada tingkat pertama.
14

  Dalam hal 

ini yag dimaksud adalah Pengadilan Agama Gresik. 

H. Metode Penelitian 

Penelitiaan yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yaitu 

merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitiaan kualitatif 

yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang 

digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan 

bisa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan 

konteks. Penelitian lapangan bisa diadakan di luar ruangan.
15

 

1. Data Yang Dikumpulkan  

                                                 
14

 M. Yahya Harhap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta; Sinar 

Grafika, 2003), 112. 
15

 Muhammad Subhan, “Panduan Penelitian”, dalam www.conflictanddevelopment.org/pdf, 

diakses pada 13 April 2015. 

http://www.conflictanddevelopment.org/pdf
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Adapun data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah; 

a. Penetapan Isbat nikah oleh Pengadilan Agama Gresik 

No.0024/Pdt.P/2015/Pa.Gs. 

b. Pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan 

Agama Gresik dalam perkara Nomor: 0024/Pdt.P/2015/Pa.Gs. 

2. Sumber Data  

Sumber data primer adalah sumber yang diambil secara langsung 

yang paling utama yaitu berupa. 

a. Sumber data primer 

Hakim dan Panitera Pengadilan Agama yang mengenai kasus tersebut 

serta suami dan istri yang sebagai pemohon dan termohon. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diambil secara tidak lansung 

atau melalui pihak kedua sebagai penunjang penelitian. 

- Berkas penetapan Isbat nikah oleh Pengadilan Agama Gresik No. 

0024/Pdt.P/2015/Pa.Gs.  

- Undang-Undang yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini di 

gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara/Interview 
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Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya 

jawab dengan suami, istri yang memohon dan termohon, Ketua 

pengadilan Agama dan anggota majelis hakim dan panitera di 

Pengadilan Agama Gresik. 

b. Documenter adalah membaca, mengkaji, dan mentelaah berkas 

penetapan No.0024/Pdt.P/2015/PA.Gs. pengadilan gresik dalam 

pelaksanaan isbat nikah, serta variabel yang berupa buku dan artikel-

artikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini.
16

 

4. Teknik Pengolahan Data. 

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber 

data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh. 

Proses editing ini sangat memperhatikan aspek kesesuaian, kejelasan 

relevansi dan keseragaman.
17

 

b. Organizing, (menyusun data). Teknik ini menyusun dan 

mensistemasikan data yang terkait dengan konsep permohonan Isbat 

nikah. 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpulkan kemudian diolah, namun sebelum 

diolah data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan 

permasalahannya terlebih dahulu baru diadakan pengkajian dan kemudian 

                                                 
16

 Suharsini arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka cipta. 

1998), 236.. 
17

 Bandung Waluyo. Penetapan Hukum dalam Praktek. (Jakarta:Sinar Grafika. 1996), 50. 
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dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode pemecahan 

masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau 

peristiwa disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum 

berupa buku-buku maupun peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang isbat  nikah, lalu 

aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus 

yaitu tentang isbat nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. 

I. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka 

penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri lima bab, masing-

masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa bab antara 

satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait. Adapun 

sistematikanya dapat penulis rumusan sebaga beriut, yaitu: 

Bab satu dalam bab ini meliputi : pendahuluan, berisi latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuaan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, 

metode penelitin dan sistematika pembahasan. 

Bab dua : dalam bab ini meliputi : landasan teori, berupa tinjauan 

umum tentang perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, rukun dan 
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syarat perkawinan. Disamping itu dikemukakan pencatatan perkawinan, dan 

Isbat nikah. 

Bab tiga : merupakan uraian tentang Profil Pengadilan Agama Gresik, 

serta uraian tentang putusan PA Gresik yang meliputi: gambaran umum dan 

sejarah singkat PA Gresik, kewenangan PA Gresik, wilayah yuridis, deskripsi 

penetapan No. 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs, dasar hukum dan Pertimbangan 

Majelis Hakim PA Gresik khususnya dalam Penetapan No. 

0024/Pdt.P/2015/PA.Gs. 

Bab empat : dalam bab ini merupakan analisis data penetapan No. 

0024/Pdt./2015/PA.Gs tentang dasar pertimbangan hakim dalam penetapan 

Isbat nikah  di Pengadilan Agama Gresik. 

Bab lima : dalam bab ini merupakan bab penutup berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 


